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Menimbang

Mengingat

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6882 TAHUN 2014

TENTANG
PENETAPAN IZIN OPER{SIONAL PENDIRIAN

MADRASAH TSANAWIYAH NURUL AMIN

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ra. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan madrasah
yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui
organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan madrasah
sesuai dengan standar nasional pendidikan;

b. bahwa madrasah yang tercantum di bawah ini telah memenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan kelayakan vang telah
d. " "pka.l:c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana ciimaksud dalam
hurrrf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri
Agama Republik Indonesia tentang Pemberian lzin Operasional
Pendirian Madrasah Tsanawiyah Nurul Amin Kabupaten
Garut.

: 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendldikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indooesia
Nomor 4301);

2. Undang Undang Nomor 1.1 Tahun 2005 tentang Gurx dan Dosen
(Lembaran Negara Republik Inclonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tambahan Lembaran Negam Republik lndonesia Nomor 4586):

3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar
N.sionJl PFndid,kdn ,Lcmbdrdr Ncg"r" Fepuoli^ trdoie"id T"hun
2005 Nomor .+1, Tambahan Lcmbaran Ncgara Republik Indonesia
Nomor .+496) sebagaimana telah diubah dengan peraturan
Pcmerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas
Peraturan Peme ntah Nomor 19 Tahun 2OO5 tentanp Standar
Ndsion"l Pendid'k"n tLemb.r.r Negd.d RepLo.ik tndon-"si, Tahun
2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik lndonesia
Nomor 5410);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2OOg tentang Wajib
Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran NegaG Republik
Indonesia Nomor 4863);

i Peraru_an Pcme-i.ltah Nomo. aB tdnLrn 2OOB ten."ng pcndandan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 91. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
2r864);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1921,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor.+9ui1);
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Peraturafl Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan
dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lemba.ran Negara
Republik Indonesia NorBor 5150) sebagaimana telal diubah
dengan Pemturan Pemedntah Nomor 66 Tahun 2010 tentang
Pembahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010
tentang Pengelolaan dan Penyeleflggaraan Pendidikan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tatlu,i 2OO7
Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolai Dasar/Madrasah
Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah,
dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
Peraturan Menteri Pendidikan Nasioflal Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanafl Mirimal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peratumn
Mented Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Pembahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasio[a1
Nomor 15 Tahun 2010 tefltang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikao di Kabupaten/ Kota;
Peraturan Menteri Agafia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dafl Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan
Bahasa Arab di Madmsah;
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Ta}l:u,lr 2072 tentang Pengawas
Madmsah dan Pengawas Petdidikan Agama Islam pada Sekolah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206)
sebagaimana telal diubah dengan Pemturan Menteri Agama
Nomor 3l Tahun 2013 te[tang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Agama Nomor 2 Tah]un 2012 tentang Penga$as Madmsah dan
Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolal (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaran Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Irdonesia Tahun 2013 Nomor 1382);

Nota Dinas Pertimbangan daai Kepala Bidang Pendidikan
MadGsah Nomofl ND/IO/0039/2014 Targgal 31 Oktober
201.4;
Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten
Garut Nomor: Kd.10.05/PP.00/2157.1/2014 Tanggal O1
Oktober 2014;

sebagaimaoa tercantufi dalam Larnpiran
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
Setelah jangka waktu 4 (empdt) Tafu)n,

yang merupakan bagian

Kepaia Madrasah yang

Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

MEMUTUSKAN:

Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Pemberian Izin
Operasional Pendirian Madrasah TsanaluiAah Nutul Amin.
Memberikan izin operasional pendirian madrasah kepada madrasah

bersangk:utan wajib:
a. menvampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala

Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkcmbangan jumlah peserta didik, pelaksanaan L:urikulum,
pelaksanaan pemenuha[ standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan; dan / atau



aa

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

b. mengajukan pendaJtaran visitasi atreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-
undangan.

: Dalam ha.1 perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Dikfum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akrcditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b merdapat pedngkat minimal C,
maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam
Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil alreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat perirgkat miriimal
C, maka izin operasional sebagaimana dirnaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

i Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bandung
pada tangga.l 3 November 2014

MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WII"AYAH KEMENTERIAN

PROVINSI JAWA BARAT,
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i I-AMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 6882 TAHUN 2014
TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN MADRASAH TSANAWIYAH NURUL AMIN

IDENTITAS MADRTTSAH YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

MENTERI AGAMA RI
ALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

PROVINSI JAWA BARAT,

1 Nama Madrasah Madmsah Tsanawiyah Nurul Amin

2 Nomor Statistik Madmsah 121232050264

3 Alamat Madrasah Kp. Pasirmuncang RT.03 RW.07

Desa Cintaralg.at

Kecamatan Samarang

Kabupaten Gamt

Provinsi Ja\{a Barat

1 Nama Organisasi Penyelenggara Yavasan Nurul Amin canrt

5 Akte Notaris Organisasi
Penyelenggara

Heri Hendriyana,SH.MH
No. 172 Tanggal 22 Mei 201'+

6 Pengesahan Al<te Notads
Organisasi Penyelenggam

AHU 01904.50.I0.2014
Tanggal 27 Mei 2014
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